
BUPATINGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURANBUPATINGAWI
NOMOR 1- TAHUN2021

TENTANG

KONFIRMASISTATUSWAJIB PAJAKDALAMPEMBERIAN
LAYANANPUBLIKTERTENTUDI LINGKUNGANPEMERINTAH

KABUPATENNGAWI

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATINGAWI,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (I)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016
tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian
Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah,
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Konfirmasi
Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten tang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3951);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LembaranNegara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724);
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5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambaban Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambaban Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telab diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016
tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian
Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerab
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun2017 Nomor 126);

u

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURANBUPATI TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB
PAJAK DALAMPEMBERIAN LAYANANPUBLIK TERTENTU DI
LINGKUNGANPEMERINTAHKABUPATENNGAWI.
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BABI
KETENTUANUMUM

Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.

3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang

selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi.

5. Badan Keuangan adalah Badan Keuangan Kabupaten Ngawi.

6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya disingkat KPP Pratama
adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi.

7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

8. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah
kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum memberikan
layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak.

9. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh
Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Badan Keuangan dalam rangka
pelaksanaan Konfrmasi Status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu.

10. Status Wajib Pajak Valid adalah kesesuaian data Wajib Pajak dengan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan pusat.

BAB II
KONFIRMASISTATUSWAJIB PAJAK

Pasal2

(1) DPMPTSPmelakukan KSWPsebelum memberikan layanan publik tertentu.

(2) DPMPTSPmelakukan KSWP kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan
Badan Keuangan untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak.

(3) Layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. izin usaha perdagangan;
b. izin usaha hiburan;
c. izin mendirikan bangunan;
d. izin restoran;
e. izin tempat penjualan minuman beralkohol;
f. izin trayek;
g. izin reklame; dan/ atau
h. perizinan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(4) KSWPsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. sistem informasi Pemerintah Daerah yang terhubung dengan sistem

informasi pada KPP Pratama;
b. aplikasi yang disediakan oleh KPP Pratama; atau
c. aplikasi yang terintegrasi antara DPMPTSPdengan Badan Keuangan.

Pasal3

Selain melakukan KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
DPMPTSP dapat melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak
Daerah dari pemohon layanan tertentu.

Pasal4

(1) DPMPTSP dapat memberikan layanan publik tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) kepada pemohon apabila pemohon dapat
menunjukkan dokumen sebagai berikut:
a. bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

tahun terakhir;
b. bukti pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam

hal terjadi pengalihan kepemilikan;
c. bukti pembayaran Pajak sesuai permohonan pemohon pelayanan publik

U tertentu; dan
d. keterangan status wajib pajak dari KPP Pratama.

(2)Dalam hal pemohon layanan publik tertentu tidak dapat menunjukkan
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan/atau
huruf c, maka pemohon wajib memenuhi kewajiban perpajakannya terlebih
dahulu.

(3)Dalam hal pemohon layanan publik tertentu tidak dapat menunjukkan
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka pemohon
dapat mengajukan permohonan keterangan status wajib pajak ke KPP
Pratama.

(4)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap
pemberian layanan publik tertentu selain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal2 ayat (3).

BABIII
PEMBINAANDANPENGAWASAN

Pasal5

(1) Pembinaan pelaksanaan KSWPdilaksanakan oleh DPMPTSPdalam bentuk
konsultasi, monitoring dan evaluasi.

(2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Pengawasan pelaksanaan KSWP dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten
Ngawi.
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BABIV
PENUTUP

Pasal6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal, 3 Mav<!k '?"'o9- I

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal ~ Ma(at :)..0),1

SEKRETARIS DAERAH KABytATEN NGAWI,

~rJ'
MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATENNGAWITAHUN 2021 NOMOR


